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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup  

 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang 

 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

 

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia 

 

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Reforma Agraria 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian 

Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian 
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas 

Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah 

 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat 

Masyarakat Hukum Adat 

 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas 

Tanah Negara dan Hak Pengelolaan 

 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas 

Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam 

Kawasan Tertentu 

 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak 

Guna Usaha 

 

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 

2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan 

 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan 

Dan Hak Katas Tanah 

 

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 

2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran 

Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 

 

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di 

Bidang Pertanahan 

 

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-tanah Objek Redistribusi 

Landreform 
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Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi 

Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat 

 

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata 

Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah 

Ulayat 

 

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat 

Melayu Riau (LAM) Riau 

 

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat 

Dan Pemanfaatannya 

 

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 

Keputusan Bupati Kampar Nomor : 430-382/IV/2021 tentang Penetapan Besaran 

Insentif Dan Ninik Mamak Penerima Insenrif Di Kabupaten Kampar Pada 

Tahun 2021 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Pemberdayaan Masyarakat Adat Di Kabupaten Kampar 

 

Keputusan Bupati Nomor 430-382/IV/2021 tentang Penetapan Besaran Insentif 

Dan Ninik Mamak Penerima Insentif Di Kabupaten Kampar Tahun 2021 

 

Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa 

Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 

 

E. Webinar/Seminar 

 

Andi Tenrisau, Webinar GTRA Summit 2023 - Road to Karimun “Strategi 

Pemenuhan Kewajiban Alokasi 20% Pelepasan Kawasan Hutan Untuk 

Perkebunan Sebagai Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), 

Focus Group Discussion (FGD) Seris Ke 8, Kementerian Agraria Dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
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Arie S. Hutagalung, 2000, Perspektif Hukum Penyelesaian Sengketa 

Pertanahan, disampaikan pada Webinar Komisi Konstitusi 

 

Asnaedi, Pengarahan Dirjen Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah (PHPT), 

Seminar Sosialisasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran 

Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Yogyakarta 3-5 Juli 2024, 

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

 

Dony D Hadiputro dan Boy Sandra, Potensi Dampak Pengelolaan Kebun Kelapa 

Sawit Rakyat Tanpa Disertai Komitmen dan Perangkat yang Memadai 

(Studi Literatur Provinsi Riau), Prosiding Seminar Nasional, Semarang 2 

Desember 2020, Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro (UNDIP) 

 

Gunawan Eko Movianto, Workohop Penyelesaian Konflik Agraria Pada Aset 

BMN/BMD, BUMN/BUMD Yang Dikuasai Masyarakat, Road To 

Reforma Agraria Summit 2024, Tanggal 29 Mei 2024 

 

Kurnia Warman, Pendaftaran Tanah Ulayat Untuk Menuntaskan Pengakuan 

Dan Melindungi Keberadaannya, Seminar Nasional Keberadaan Dan 

Pemanfaatan Hak Ulayat Dulu, Sekarang Dan Akan Datang, Dalam 

Rangka Dies Natalis Universitas Pahlawan Ke 7, Diselenggarakan Oleh 

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Tanggal 22 Februari 2024, 

Bangkinang 

 

Muhammad Bakri, Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia 

(Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA), Kertha Patrika Vol. 33 

No. 1, Januari 2008 

 

Nurhasan Ismail, Quo Vadis Pengelolaan Pertanahan Pasca Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Paper Webinar, disampaikan 

pada webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas 

Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tanggal 20 September 2021 

 

Ratih Lestarini, Mencari Bentuk Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah 

Antara Masyarakat Hukum Adat Vs Investor Yang Adil Dan Berkepastian 

Hukum, Webinar disampaikan pada Incle 2
nd

 Conference Proceedings : 

Diversity Of Clinical Legal Education And The Road To Social Justice, 

Universitas Udayana, Bali, Indonesia 11-13 Mei 2016 

 

F. Surat Kabar 

 



  

405 

 

Peneliti Muda Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat (PAgA), Urgensi Dan 

Tantangan Pendaftaran Tanah Ulayat, Koran Padang Ekspress, Padang, 5 

Februari 2024 
 

 

 

 

G. Internet 

 

Diakses pada : https://kominfosandi.kamparkab.go.id/, Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Kampar 2023, Profil Kabupaten Kampar, pada 

Tanggal 6 Desember 2023, Pukul 21.30 Wib 

 

Diakses pada : https://www.riau.go.id/home/content/2021/11/01/10097-bpn-riau-

beberkanstrategi-pencegahan-kasus, Tanggal 18 Februari 2024, Pukul 

12.05 Wib 
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